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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintaha Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menjadi
undang-undang yang mengatur kewenangan fiskal pada daerah dalam
mengelola penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Melalui
penerapan skema opsen Pajak kendaraan Bermotor (PKB) sebagai
bentuk intensifikasi pajak dalam upaya meningkatkan potensi
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pelaksanaan
intensifikasi pajak dalam meningkatkan potensi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) melalui penerapan skema opsen dalam pemungutan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Surabaya Timur.
Penelitian ini meggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat
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deskriptif. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwasannya
adanya upaya peningkatkan potensi penerimaaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak oleh Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Timur yang memiliki
wewenang dalam mengelola penerimaan penerapan skema opsen
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Surabaya Timur.
ABSTRACT

Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the
Central Government and Regional Governments, becomes a law that regulates fiscal authority in regions in
managing Motor Vehicle Tax revenues. Through the implementation of the Motor Vehicle Tax opsen scheme as
a form of tax intensification in an effort to increase the potential for Regional Original Income. This study aims
to analyze and determine how the implementation of tax intensification in increasing the potential for
Regional Original Income through the implementation of the opsen scheme in collecting Motor Vehicle Tax in
the East Surabaya Region. This study uses a descriptive qualitative research method. The findings in this study
indicate that there are efforts to increase the potential for Regional Original Income revenues through tax
intensification by the East Surabaya Regional Revenue Management Technical Implementation Unit which has
the authority to manage the implementation of the Motor Vehicle Tax opsen scheme in the East Surabaya
Region.

PENDAHULUAN

Struktur penerimaan di Negara Indonesia, menepatkan sektor penerimaan pajak sebagai salah satu
sumber pendapatan negara wajib yang digunakan sebagai keperluan belanja negara. Selain itu, sektor pajak
merupakan aspek penting dalam perekonomian Negara Indonesia, karena menjadi sumber pemasukan
tertinggi bagi negara (DM dkk, 2023). Tanpa adanya pajak, program- program pemerintah untuk
memajukan kesejahteraan umum tidak akan dapat direalisasikan karena tidak ada sumber pendanaan yang
menggerakkannya (Hilmiyah dkk, 2023). Menurut Soemitro (1989) (dalam Mardiasmo, 2023), Pajak adalah
iuran rakyat kepada kas negara bedasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan membayar
pengeluaran umum.

Pajak di Indonesia terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah (Riftiasari, 2019). Indonesia dalam
kelola Pemerintahan Pusat menggunakan pajak untuk kebutuhan belanja negara pada tingkat pusat, maka
sama dengan halnya pemerintahan daerah dapat menarik pajak untuk menggunakan hal yang serupa pada
tingkat daerah sebagai pendukung kebutuhan belanja daerah. Dasar tersebut sebagaimana tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berisikan dasar hukum yang
mengatur tentang adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Dimana pemerintah daerah
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akan diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah, berupa asas otonomi
daerah, dan dengan asas tersebutlah yang berfungsi sebagai peraturan pemerintah daerah untuk mengurus
urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan perundang-undangan. Artian lain, asas otonomi daerah
memiliki wewenang sendiri dalam mengatur serta mengelola segala urusan dalam pemerintah daerah
sebagaimana telah di atur perundang- undang oleh pemerintahan pusat.

Pemungutan pajak yang didapat dilakukan pelaksanaannya oleh pemerintah daerah, salah satunya
adalah melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebagaimana dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat, yang menyebutkan bahwasannya Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) dapat dipungut atas kepemilikan dari penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi tanggungan pengelolaan oleh daerah yang dimana hal tersebut
merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari penerapan asas otonomi daerah, yaitu setiap daerah akan
dituntut untuk meningkatkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memenuhi
kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing, dengan tujuan
untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola daerah sesuai dengan potensi
dan pendapatan yang ada pada daerah masing-masing sebagai pendukung dalam pelaksanaan
desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal merupakan kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan
retributsi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkuat dan diperluas (Sinurat
dkk, 2023). Perwujudan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah melalui beberapa pembaharuan, yang
terbaru terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah
untuk memberikan kemandirian kepada daerah dalam mengelola potensi yang ada guna meningkatkan
pendapatan pada daerah itu sendiri. Selain itu, adanya kemandirian yang diberikan kepada daerah
berfungsi meningkatkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
(Mardiasmo, 2023). Tujuan dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bentuk kemampuan
daerah dalam pengelolaan daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang
diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh
daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Eliza dkk, 2023).

Potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang menjadi salah satu dari sekian banyak
kabupaten/kota di Indonesia yang melakukan pemungutan tersebut sebagai bentuk desentralisasi fiskal.
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama ini masih menggunakan skema bagi hasil, yang
dibagi antara kabupaten/kota dengan provinsi. Saat ini Kota Surabaya mendapatkan penerimaan dari
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan skema bagi hasil, sebesar 30% (tiga puluh persen)
dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi Jawa Timur. Pembagian proposi ini sebagaimana
dalam Pasal 72 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
Adanya pembagian dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berfungsi sebagai sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan
pembangunan.

Dilansir dari berita online artik.id, Surabaya, Kamis (18 /07 /2024), pada tahun 2023, telah tercatat
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) dengan skema bagi hasil telah mencapai Rp 700 miliar. Angka penerimaan tersebut, sedang dijadikan
rancangan dalam perubahan pembagian proposi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang
awalnya Kota Surabaya mendapatkan sebesar 30% (tiga puluh persen) akan ditingkatkan sebesar 70%.
Lebih tepatnya, ada pertukaran proposi pembagian dalam penerimaan hasil pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB), untuk tahun 2025 nanti. Opsi rancangan ini, akan dijadikan kesempatan emas bagi
Pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan peraturan pusat yang memberi kewenangan lebih besar
pada tiap daerah untuk mengelola penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah atau UU HKPD. Artinya, dengan adanya perubahan proposi ini, diharapkan
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki peran terhadap penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Surabaya untuk memaksimalkan dana belanja pada Kota Surabaya.

Perubahan proposi pembagian dari penerimaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
juga sebagai realisasi dari adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD. Pada undang- undang tersebut,
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menyebutkan bahwa pemerintah daerah dari tingkat provinsipada kabupaten/kota, akan
diberikan kewenangan lebih untuk menambah pungutan tambahan pajak atau yang disebut opsen pajak.
Nantinya yang berawal dari bagi hasil akan diubah melalui skema opsen pajak, dimana skema tersebut
merupakan strategi baru dari perwujudan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang akan diterapkan
pada Januari 2025 secara serentak (tergantung potensi daerah). Penerapan ini, ditetapkan sejak tiga tahun
diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan
Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD. Melalui penerapan skema opsen pajak dalam pemungutan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Surabaya, akan ada perubahaan kelolanya pada tingkat
instansinya. Perubahan ini dapat dilihat dari penerimaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
yang awalnya ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur nantinya akan berubah kelola oleh
Pemerintah Kota Surabaya namun tetap dalam monitor pemerintah provinsi. Secara teknis, pemungutan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tetap melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau SAMSAT,
sebagai kantor tempat pembayaran pajak. Fungsi adanya monitor pemerintahan provinsi meskipun kelola
diubah kepada kota, agar tidak mengalihfungsikan unit pembantu tersebut meskipun dibawah monitor
badan dalam pengelolaannya.

Pemerintahan provinsi melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur atau Bapenda Jatim
sebagai badan yang memiliki fungsi dan tugas yakni mengelola pendapatan daerah, salah satunya dalam
perihal pajak. Termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibantu oleh unit pembantu, dan salah
satunya adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Timur (UPT PPD Surabaya
Timur) sebagai unit yang ada di Kota Surabaya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hertiwi, SE., MM
selaku Sub Bagian Tata Usaha UPT PPD Surabaya Timur.

“Pemberlakuan opsen pajak sudah direncanakan dan akan dilaksanakan nanti
Januari 2025. Pengelolaannya tetap, melalui Samsat kemudian disetor kepada UPT
dilanjut kepada Badan, karena adanya opsen justru lebih mudah meskipun baru.
Karena opsen itu caranya split payment, langsung masuk nantinya, ke kota berapa
terus ke provinsi berapa”. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober
2024)

Dengan demikian, adanya penerapan skema opsen pajak dalam pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) di Kota Surabaya tepatnya Wilayah Timur, pengelolaannya tetap pada satu alur melalui
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dalam pemungutannya, diserahkan pada Unit
Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Timur (UPT PPD Surabaya Timur). Ketetapan
kelola dalam penerapan skema opsen pajak tersebut, bisa terjadi karena adanya kemudahan dalam
sistemnya yaitu sistem split payment, dimana sistem tersebut pembagian secara langsung terjadi saat
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang dibagi pada provinsi dan kabupaten/kota tergantung
proposi pesentasi masing-masing daerah. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Surabaya
Timur pada tahun 2021-2023 melalui kelola UPT PPD Surabaya Timur mampu melampaui target tiap
tahunnya dengan realisasi penerimaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terus
meningkat. Melalui peningkatan penerimaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPT PDD
Surabaya Timur ini, menjadi salah satu pemasukan yang dibutuhkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Surabaya selain dari unit pembantu lain yang ada di Kota Surabaya. Peningkatan tersebut dapat dilihat
sebagaimana berikut:
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Gambar 1 Grafik Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Sumber : Data olahan peneliti dari data UPT PPD Surabaya Timur, 2024
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Pada Gambar 1.1 menunjukkan grafik adanya peningkatan realisasi dari target pada tahun 2021-
2024 dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PPD Surabaya Timur. Pemungutan yang
telah dilakukan oleh UPT PPD Surabaya Timur, akan dituangkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Surabaya yang digabungkan dengan pemungutan unit pembantu lain yang ada di Kota Surabaya.
Penggabungan hasil pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berhasil meningkatkan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Peningkatan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dari sektor pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) tersebut yang menjadikan alasan Pemerintah Kota Surabaya menerima adanya perubahan
proposi dalam penerimaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dimana beriringan dengan
penerapan skema opsen dalam pemungutannya, yakni pada bulan Januari tahun 2025 yang akan
mendatang dengan bedasarkan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau UU HKPD.

Opsen pajak yang diartikan sebagai penambahan pemungutan dalam bentuk persentase tertentu
dan berbentuk nominal jika dalam pajak, hal tersebut merupakan bentuk upaya pengelolaan penerimaan
secara intensif (intensifikasi). Menurut Halim (2008) intensifikasi adalah suatu upaya, tindakan atau usaha-
usaha untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang diinginkan
atau anggaran yang telah ditetapkan dalam sebelumnya dengan cara melakukan pemungutan yang lebih
giat, ketat, dan teliti (Kesa, 2018). Upaya-upaya yang dilakukan dalam penerapan skema opsen pajak
merupakan upaya-upaya dari intensifikasi, dengan tujuan meningkatkan penerimaan pendapatan yang
direncanakan.

Pada penelitian sebelumnya, skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah ditinjau dalam
penelitian oleh Hilmiyah, dkk tahun 2023 dengan menyajikan tinjauan opsen pajak melalui gambaran
perolehan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada skema opsen yang dibandingkan perolehannya dengan
Dana Bagi Hasil (DBH) dengan dasar perhitungan data dari perolehan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan bedasarkan jumlah Kendaraan Bermotor
(KB) pada beberapa tahun sebelumnya, yang selanjutnya dianalisis melalui analisis kinerja dan analisis
potensi sehinnga dapat diproyeksikan pada tahun yang akan datang.

Dengan demikian bedasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti ingin melakukan kajian melalui
penelitian yang berjudul “Upaya Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah Melalui Intensifikasi Pajak
Kendaraan Bermotor (Studi Pada Penerapan Skema Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Surabaya
Timur)”, dengan menganalisis menggunakan teori intensifikasi pajak oleh Sutedi (2008) yang mencakup
mengenai perluasan basis penerimaan, memperkuat proses penerimaan, peningkatan pengawasan,
peningkatan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan, dan peningkatan kapasitas penerimaan melalui
perencanaan yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka menjawab suatu
permasalahan dengan berupaya memperoleh kebenaran secara ilmiah, dengan menemukan,
mengembangkan dan menguji kebenaran tersebut (Maruwu, 2024). Pada penelitian ini, peneliti akan
menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif
adalah jenis penelitian yang menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-
perlakuan lain, dengan tujuan menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau
dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi dengan cara
mendeskripsikan beberapa jumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, dilanjut
menafsirkan serta menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, baik dari sikap
dan pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat (Rusli, 2021). Peneliti menngunakan metode ini
dengan maksud ingin memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam dengan
mendeskripsikan mengenai penelitian yang berjudul “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui
Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Penerapan Skema Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
Wilayah Surabaya Timur)”.

Penelitian ini berlokasi pada salah satu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah
Surabaya Timur, yang berada di Jalan Raya Menur No. 31b, Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Surabaya, Jawa
Timur. Dimana unit tersebut relevan dengan tujuan peneliti, yakni sebagai lokasi pengelola pemungutan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada wilayah Surabaya Timur. Unit tersebut juga merupakan unit yang
mendapatkan penghargaan terbaik pada tahun 2021 sebagai penyelenggara Pelayanan Publik Kategori
Pelayanan Prima (A) dalam pengelola pemungutan pajak, terbukti dengan realisasi dari pemungutan pajak
yang lebih dari target pada tahun 2021 hingga tahun 2023.

Socius E-ISSN:3025-6704


https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230904461231000

Socius: Jurnal Penelitian IImu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 2 Tahun 2025, P.359-375

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan proses pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara kepada informan
yang terdiri dari Ibu Hertiwi selaku Sub Bagian Tata UPT PPD Surabaya Timur, Bapak Arif selaku
Administrator Pelayanan Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur dan 2 (dua) masyarakat yang
menjadi wajib pajak di Wilayah Surabaya Timur. Selanjutnya observasi, peneliti melakukan observasi
mengenai bagaimana pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PDD Surabaya
Timur yang juga dijadikan sebagai lokasi penelitian. Terakhir dokumentasi, peneliti melakukan
pengambilan dokumentasi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian di UPT PPD Surabaya
Timur.

Melalui pengumpulan data tersebut, selanjutnya peneliti akan menjabarkan hasil dari penelitian
dengan bedasarkan indikator yang digunakan pada penelitian ini yakni indikator mengenai teori
intensifikasi pajak oleh Sutedi (2008). Hasil penelitian yang dijabarkan oleh peneliti merupakan penelitian
yang berfokus pada berjalannya skema opsen yang merupakan tuangan peraturan dari Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dearah
atau disingkat UU HKPD, dimana undang-undang tersebut dapat berjalan pada tahun ketiga semenjak
diundangkan, yakni tahun 2025. Skema opsen yang dibicarakan merupakan salah satu bentuk intensifikasi
pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Secara detail jabaran hasil penelitian dengan bedasarkan pada
indikator teori intensifikasi pajak oleh Sutedi (2008) dapat dilihat sebagaimana pada berikut :

1. Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Skema Opsen Ditinjau dari Memperluas Basis
Penerimaan

Intensifikasi pajak melalui perluasan basis penerimaan pajak merupakan salah satu strategi
penting dalam meningkatkan pendapatan negara dan daerah. Menurut Sutedi (2008), upaya ini dapat
dilakukan dengan mengidentifikasi potensi pajak baru, memperluas jumlah wajib pajak, serta
memperkuat basis data objek pajak yang ada. Salah satu implementasi nyata dari intensifikasi ini
adalah melalui penerapan skema opsen pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang
diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD. Adanya sistem penguatan
dalam pemungutan pajak, akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(Liswatin, 2022). Melalui sistem pemungutan baru yakni dengan penerapan skema opsen ini
bertujuan untuk memperkuat perpajakan daerah dan meningkatkan kualitas belanja daerah,
dengan cara membagi penerimaan pajak secara lebih proporsional antara pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota.

Penerapan skema opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dinilai efektif karena pajak ini
dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah, sehingga selama proses pemungutan dan
penyaluran penerimaan pajaknya menjadi lebih efisien. Berdasarkan hasil wawancara dan
observasi menunjukkan bahwa, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak yang
sangat potensial untuk diintensifkan melalui skema opsen, terutama karena kontribusinya yang
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebelum adanya skema opsen, seluruh
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikelola penuh oleh provinsi melalui skema Dana Bagi
Hasil (DBH) sebelum akhirnya dialihkan pada kabupaten/kota. Diundangkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan
Daerah atau UU HKPD, yang mengatur desentralisasi dan otonomi pada pemerintah daerah dengan
kewenangan menarik opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan tujuan mencapai
kesejahteraan masayarakat melalui peningkatan pembangunan daerah (Satya dan Suhayati, 2024).

Langkah penting dalam perluasan basis pajak pada upaya intensifikasi melalui penerapan
skema opsen adalah dengan mengidentifikasi jumlah wajib pajak dan objek pajak. Mengidentifikasi
wajib pajak dan objek pajak merupakan suatu langkah yang dapat dilakukan untuk
memaksimalkan pencapaian target penerimaan (Syahrin dkk, 2020). Penerapan skkema opsen
pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Surabaya Timur, dimana
pengelolaannya menjadi tugas dari UPT PPD Surabaya Timur melakukan identifikasi data-data
tersebut menggunakan data yang telah terdaftar pada tahun-tahun sebelumnya dan menjadi
dasar dalam menentukan wajib pajak dan objek pajak yang akan dikenakan penerapan skema opsen
pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain identifikasi pada jumlah wajib pajak
dan objek pajak, perhitungan kapasitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga menjadi
dasar dalam mengoptimalkan berjalannya penerapan skema opsen pada pemungutan pajak
tersebut. Selama proses identifikasi pada jumlah wajib pajak dan objek pajak serta perhitungan
kapasitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah dilakukan unit pengelelolaan
tersebut, dapat disimpulkan bahwa sedikit kendala yang dialami karena memanfaatkan data yang
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akan digunakan merupakan data yang sudah terverifikasi secara sistematis dengan data pada tahun
sebelumnya, sehingga UPT PDD Surabaya Timur dapat menyesuaikan fokus pada proses
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) agar berjalan secara optimal sebagaimana target
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Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Skema Opsen Pada Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
Wilayah Surabaya Timur
Sumber : Data dokumentasi oleh UPT PPD Surabaya Timur, 2025

Melalui proses identifikasi data wajib pajak dan objek pajak hingga kapasitas penerimaan pada
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan skema opsen pada Wilayah Surabaya
Timur, tentunya akan memberikan prosedur yang terarah sehingga proses pemungutan dapat
berjalan dengan efektif. Dengan demikian, UPT PPD Surabaya Timur yang melakukan pengelolaan
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Surabaya Timur dapat memaksimalkan
pemungutan yang dimana akan berdampak langsung pada penerimaan pajak tersebut, sehingga
dapat meningkatkan potensi penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui
penerapan skema opsen, khususnya Pemerintah Kota Surabaya juga dapat memaksimalkan potensi
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, melalui pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) dengan skema opsen tersebut, sehingga akan mendapatkan sumber dana yang
lebih besar untuk mendukung pembangunan daerah.

Selain perihal data yang digunakan dalam penerapan skema opsen pada pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), UPT PPD Surabaya Timur juga melakukan upaya dalam memperluas
basis penerimaan melalui kegiatan pemberitahuan informasi. Informasi yang diberikan merupakan
informasi yang diberikan kepada wajib pajak di Wilayah Surabaya Timur mengenai skema opsen
yang diterapkan pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2025 ini. Berbagai
langkah dilakukan UPT PPD Surabaya Timur dalam menyebarluaskan informasi terkait skema
opsen. Langkah tersebut diantaranya adalah dengan sosialisasi baik secara perorangan atau
kelompok dan melalui sosial media. Sosialisasi yang dimaksud disini adalah usaha memberitahukan
mengenai peraturan perundangundangan terbaru, mekanisme, dan keseluruhan ketentuan yang
mengatur pajak daerah kepada wajib pajak (Sitorus, 2016). Pemberitahuan informasi dengan
sosialisasi secara langsung dan melalui media sosial mengenai skema opsen ini, tidak hanya
berfokus kapan skema tersebut akan berjalan, melainkan memastikan bahwa skema tersebut tidak
akan membebani kepada wajib pajak akan membayar kewajiban pada Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) dan menghimbau akan pentingnya pajak tersebut sebagai pendorong pembangunan daerah
melalui peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui program - program
edukasi perpajakan yang terus menerus, masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajiban
mereka sebagai wajib pajak, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kepatuhan mereka
(Sholichah dan Pramudiana, 2024). Bedasarkan paparan pembahasan diatas, dapat diambil
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kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh UPT PPD Surabaya Timur dalam memperluas basis
penerimaan pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan penerapan skema opsen
sesuai dengan upaya dalam intensifikasi pajak sebagaimana disebutkan oleh Sutedi (2008).

2. Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Skema Opsen Ditinjau dari Memperkuat Basis
Pemungutan;

Penerapan skema opsen pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan
bentuk perubahan kebijakan yang didasarkan dalam peraturan perundang-undangan terbaru.
Perubahan ini lahir sebagai respon atas kebutuhan memperkuat hubungan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD.
Otonomi daerah yang selama ini belum mampu menciptakan kemandirian fiskal pada daerah,
mendorong pemerintah melakukan pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD untuk
menyongsong kemandirian fiskal pada daerah seperti yang diharapkan (Satya dan Suhayati, 2024).
Sebelumnya, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilakukan dengan skema Dana Bagi
Hasil (DBH) berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, dimana penerimaan dibagi antara provinsi
dan kabupaten/kota dengan pengelolaan penuh pada pemerintah provinsi. Namun, sejak
diberlakukannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD, skema Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut
digantikan oleh skema opsen yang mulai diterapkan pada tahun 2025, dengan tujuan utama
memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan transparansi pengelolaan pajak.

Selain mengacu pada kebijakan peraturan dari pemerintah pusat, pemungutan pajak juga
dilakukan melalui penyusunan peraturan daerah, penetapan tarif pajak yang sesuai potensi daerah,
serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pajak. Memperkuat proses
pungutan pajak merupakan konsep intensifikasi pajak yang dilakukan guna mengoptimalkan
proses pemungutan pajak melalui upaya-upaya seperti, penyesuaian peraturan daerah,
penyesuaian tarif, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (Syahrin dkk, 2020).
Perihal tersebut penting untuk memastikan adanya kepastian hukum agar tidak membebani
masyarakat wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan serta kesadaran terhadap masyarakat wajib
pajak, sehingga pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat berjalan secara optimal dan
sesuai meskipun terdapat perubahan skema pada pemungutannya.

Rumus Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
PEB Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x (M]JKB x Bobor)

I';.'_ont:c:vh :

Salah satu prowvinsi saat sebelum opsen diterapkan menetapkan tarif pajak PKB
sebesar 2% pada kendaraan roda empat yang memiliki MJKEB Rp175.000.000 dengan
bobot 1,050, Maka PEB terutang pada kendaraan tersebut adalah:

FPEB Terutang = Tarif Pajak x (N]KE x BEobot)
= 20 » (Rp175.000.000 »x 1.050)
= Rp3.675.000

Penerimaan sebesar Rp3.675.000 akan masuk ke kas prowvinsi, dan akan disalurkan
melalui skema bagi hasil pada pemerintahan kabupaten/kota.

Saat sesudah opsen diterapkan, perhitungan PKB pada kendaraan tersebut
mendapatkan  tarif pajak yang turun menjadi 1,2%, sehingga PKE terutang
kendaraan tersebut menjadi:

FPEB Terutang = Tarif Pajak x (N]KE x BEobot) Opsen = 66% »x Rp2.205.000
=1,2% » (Rp175.000.000 »x 1.050) = Rp1.445.30
= RpZ.205.000

Penerimaan PEKB sebesar Rp2.205.000 akan masuk ke kas prowvinsi, sementara opsen
sebesar Rp1.445.300 akan masuk ke kas kabupaten/kota.

Jika dijumlahkan keduanya, total PKB terutang pada kendaraan tersebut adalah
Rp2.205.000 + Rp1.445.300 = Rp3.660.300. Perhitungan tersebut, yvang menskankan
bahwa adanya opsen yang terhitung pada PKB terutang relatif sama.
.

"

Gambar Contoh Perhitungan Total Tagihan Pada Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
Terutang Melalui Dana Bagi Hasil dan Opsen
Sumber : Data olahan peneliti, 2025

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dengan petugas pajak
dan wajib pajak di Wilayah Surabaya Timur, skema opsen yang diterapkan pada Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) mendapati respon secara baik oleh wajib pajak. Melalui penyesuaian tarif seperti
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penyesuaian pada tarif induk dan besaran opsen yang ditentukan, masyarakat wajib pajak di
Wilayah Surabaya Timur, menyatakan tidak merasa terbebani dengan adanya perubahan skema,
karena total tagihan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tetap sama seperti total tagihan
pajak sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan skema lebih berdampak pada
mekanisme penerimaan dan pengelolaan pada tingkat pemerintahan, bukan pada beban
masyarakat wajib pajak. Penyesuaian mekanisme tersebut, bedasarkan peraturan yang tersusun
baik secara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Dengan
adanya peraturan perpajakan yang sesuai dengan regulasi yang baik, adanya peraturan baru tidak
akan menjadi pengaruh yang dapat menghambat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(Akib dkk, 2023). Pada Wilayah Surabaya Timur yang termasuk didalam Kota Surabaya Provinsi
Jawa Timur, dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui skema opsen berdasar pada
peraturan pelaksanaan skema opsen PKB tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023. Kedua peraturan
ini mengatur mekanisme, tarif, serta pembagian penerimaan pajak antara provinsi dan kota yang
semuanya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD. Selain penyusunan peraturan
daerah dalam mengatur mekanisme, tarif, serta pembagian penerimaan pajak, keberhasilan
intensifikasi pajak melalui memperkuat basis penerimaan pada pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) dengan skema opsen juga sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) petugas pajak. Kebergantungan yang dimaksud adalah dengan meninjau kinerja petugas
pajak baik secara pemungutan maupun pelayanan. Saat ini UPT PPD Surabaya Timur, telah
melakukan berbagai persiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pada unit tersebut,
seperti melakukan rapat internal, sosialisasi, serta evaluasi kinerja untuk memastikan seluruh
petugas memahami perubahan sistem dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat. Kegiatan ini dilakukan supaya tingkat pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak
tetap maksimal dan memberikan rasa puas kepada wajib pajak (Romadhona, 2024). Dengan kualitas
dan kuantitas petugas yang memadai serta pembekalan yang cukup, implementasi skema opsen
diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Bedasarkan paparan pembahasan tersebut, secara keseluruhan penerapan skema opsen pada
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di aturan perundang-undangan dan didukung oleh
kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pajak mampu memperkuat basis penerimaan pada
proses pemungutan pajak tersebut tanpa menambah beban bagi wajib pajak. Penyesuaian
peraturan daerah dengan menetapkan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
sehingga menciptakan kondisi stabil dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tanpa
menambah beban kepada masyarakat wajib pajak, dan juga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
petugas UPT PPD Surabaya Timur dalam melakukan pengawasan pengelolaan pajak, keduanya
menimbulkan kenyamanan atasa kualitas layanan bagi masyarakat wajib pajak. Kenyamanan pada
kualitas layanan tersebut yang mendorong kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam
menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Ocheni (2015)
(dalam Hadi dan Mahmudah, 2018), bahwasannya kepatuhan masayrakat wajib pajak dapat timbul
karena ketersediaan dalam membayar pajak yang dibangun dari kepercayaan masyarakat wajib
pajak terhadap pelayanan perpajakan yang diberikan. Sehingga, kepatuhan pajak yang meningkat
tersebutlah dapat meningkatkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal
dari pemungutan skema opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Surabaya Timur.

3. Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Skema Opsen Ditinjau dari Peningkatan Pengawasan

Penerapan skema opsen pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PPD Surabaya
Timur juga dilakukan dengan upaya peningkatan pengawasan pada proses pemungutan. Pengawasan
dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi skema opsen berjalan sesuai aturan, serta untuk
mengukur tingkat kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang diberikan. Melalui pengawasan, maka
dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana dan terlaksana sesuai dengan insruksi
dan asas-asas yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui kesulitan dan kelemahan di dalam
pelaksanaan progam atau kegiatan untuk kemudian dapat segera diperbaiki (Syahrin dkk, 2020).
Upaya pengawasan ini meliputi perbaikan proses pengawasan, sanksi, serta peningkatan pelayanan dan
kemudahan pembayaran pajak. Pemungutan pajak dilakukan dengan cara yang memudahkan
administrasi dan pengawasan, agar tidak menambah beban bagi wajib pajak maupun pemerintah
(Sholichah dan Pramudiana, 2024).

Bedasarkan hasil wawancara dan observasi oleh peneliti, mendapati bahwasannya saat ini UPT
PPD Surabaya Timur melakukan penyesuaian sistem pengawasan yang digunakan saat adanya
skema opsen dengan beberapa langkah pembaharuan, diantaranya adalah penyesuaian sistem
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secara teknologi digital seperti pada pencatatan transaksi, tarif pemungutan, bukti pembayaran,
kinerja lapangan, evaluasi kinerja petugas, serta evaluasi kualitas pelayanan. Langkah-langkah
tersebut merupakan langkah yang dilakukan sebagai pengawasan pada pemungutan pajak dengan
harapan tercipta transparansi dan memaksimalkan selama pemungutan berjalan.

Langkah pertama melalui penggunaan teknologi digital, yang dioptimalkan untuk mendukung
pemungutan baik sebagai sistem pembayaran maupun informasi. Kemajuan teknologi informasi
dimanfaatkan guna kemudahan serta keakuratan data pajak dalam proses pemungutan pajak (Syahrin
dkk, 2020). Kemudahan penggunaan teknologi digital yang dapat diakses oleh wajib pajak, diharapkan
dapat meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak karena dapat menyelesaikan kewajiban pajak
secara mudah. Selanjutnya yakni dihadirkannya notice atau tanda bukti pelunasan kewajiban
pembayaran pajak yang saat ini memuat keterangan opsen, sehingga secara sistematis dapat
diketahui oleh petugas pajak dalam pengelolaannya dan dapat diketahui secara transparan
pembagian hasil penerimaan pembayaran pajaknya bagi wajib pajak.
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Gambar 2. Contoh Notice Atau Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak di
Samsat Provinsi Jawa Timur
Sumber : Dokumentasi peneliti dari data UPT PPD Surabaya Timur, 2025

Selain pengawasan secara teknologi digital, UPT PPD Surabaya Timur juga melakukan
pengawasan langsung di lapangan melalui kegiatan dinas luar, yaitu pemungutan dan pembayaran
yang secara langsung kepada wajib pajak. Kegiatan dinas luar yang dimaksud adalah kegiatan
dimana petugas datang langsung menemui, memberitahu, dan menagih kepada pajak terutang
(Sitorus, 2016). Kegiatan dinas luar tersebut bertujuan memastikan proses pemungutan suara
berjalan efektif dan sesuai dengan prosedur alur pemungutan yang ditentukan. Upaya lain dalam
pengawasan pemungutan selanjutnya adalah peningkatan pelayanan pembayaran pajak. UPT PPD
Surabaya Timur bersama Kantor Bersama Samsat Manyar Timur menyediakan berbagai
kemudahan pembayaran, baik secara langsung di Kantor Bersama Samsat Manyar, melalui layanan
samsat keliling, samsat corner, laman E- Samsat, samsat drive thru, hingga pembayaran di
minimarket di Wilayah Surabaya Timur. Beragamnya pilihan layanan ini bertujuan memudahkan
wajib pajak, mengurangi antrean, serta meningkatkan efisiensi waktu pembayaran.

Pengawasan secara digital yang diterapkan oleh UPT PPD Surabaya Timur terbukti efektif
dalam mengurangi tunggakan pajak karena sistem yang terintegrasi memungkinkan pemantauan
real-time terhadap pembayaran dan status kewajiban pajak setiap wajib pajak. Dengan adanya
pencatatan transaksi digital yang akurat dan bukti pembayaran yang memuat keterangan opsen,
petugas dapat dengan mudah mengidentifikasi wajib pajak yang menunggak dan melakukan
penindakan atau pemberian informasi pengingat secara tepat waktu. Hal ini tidak hanya
mempercepat proses penagihan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan pajak, sehingga menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melunasi
kewajibannya tepat waktu. Mengenai sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam indikator oleh
Sutedi (2008), namun guna memperingan beban wajib pajak, sanksi berupa denda pada
keterlambatan membayar pajak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak saat adanya program
pemutihan yang diberikan. Sehingga sanksi tersebut dianggap menguntungkan bagi wajib pajak
dan berguna untuk mengurangi jumlah penunggak pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib
pajak.

Bedasarkan paparan pembahasan tersebut, pengawasan dan pelayanan yang sudah
disesuaikan saat ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat
dioptimalkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan adanya skema opsen
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tersebut. Melalui pengawasan, maka dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan
rencana dan terlaksana sesuai dengan insruksi dan asas-asas yang telah ditentukan, sehingga dapat
diketahui kesulitan dan kelemahan di dalam pelaksanaan pemungutan untuk kemudian dapat
segera diperbaiki (Syahrin dkk, 2020). Selain itu, pengawasan pemungutan yang terintegrasi dan
didukung dengan teknologi digital memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dengan memastikan bahwa seluruh proses pemungutan pajak berjalan sesuai
prosedur dan target yang ditetapkan. Pengawasan yang sistematis meminimalisir hambatan
penerimaan pajak serta mencegah praktik penyimpangan, sehingga penerimaan pajak kendaraan
bermotor dapat dioptimalkan. Dengan meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
secara optimal, potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi sumber dana
guna menyongsong pembangunan daerah.

4. Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Skema Opsen Ditinjau dari Peningkatan Efisiensi
Administrasi dan Biaya Pemungutan

Perbaikan prosedur administrasi dan biaya pemungutan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
di UPT PPD Surabaya Timur merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelayanan pajak. Menurut Sutedi (2008), upaya perbaikan prosedur dilakukan melalui
penyederhanaan administrasi dan peningkatan efisiensi pemungutan. Perihal tersebut diwujudkan
oleh UPT PPD Surabaya Timur dengan melakukan penyesuaian pada sistem administrasi dari sisi
petugas pengelolaan pajak, khususnya melalui pemanfaatan aplikasi digital yang terintegrasi antara
pemerintah pusat, daerah, dan pihak bank. Penyesuaian ini tidak menimbulkan perubahan signifikan,
melainkan hanya adaptasi kecil pada penggunaan aplikasi dan sistem pelaporan secara online yang
digunakan oleh petugas pajak, sebagaimana pernyataan pada wawancara dan observasi oleh peneliti.
Dengan demikian, proses administrasi menjadi lebih sederhana dan efisien, tanpa mengubah
prosedur secara mendasar. Selain itu, minimnya kendala dalam proses penyesuaian prosedur
administrasi memudahkan pelaksanaan pada penerapan skema opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB). Petugas pajak hanya perlu beradaptasi dengan sistem aplikasi digital yang diperbarui, hal ini
memudahkan petugas dalam memahami dan mensosialisasikan skema opsen kepada wajib pajak.
Selanjutnya, efisiensi juga diterapkan pada aspek biaya pemungutan pajak. UPT PPD Surabaya Timur
memastikan bahwa seluruh biaya operasional telah diperhitungkan dan ditetapkan sesuai kebutuhan,
sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Penggunaan media online untuk sosialisasi dan
penyebaran informasi turut membantu menekan biaya operasional yang biasanya dikeluarkan untuk
kegiatan offline. Penentuan biaya operasional yang transparan dan terencana ini diakui oleh petugas
tidak menimbulkan kendala, sehingga tidak mengganggu kinerja pelayanan pajak. Adanya peningkatan
pada kualitas pelayanan dengan penyempurnaan administrasi dan biaya dalam pemungutan pajak, akan
memudahkan masyarakat wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya (Syahrin dkk,
2020). Sehingga fokus utama tetap ada pada transparansi dan kemudahan pelayanan, dimana nilai
total nominal terutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibebankan kepada wajib pajak tidak
mengalami perubahan. Dengan demikian, baik petugas maupun wajib pajak dapat menyesuaikan diri
dengan cepat terhadap skema baru yang diterapkan.

Dari sisi wajib pajak, perbaikan prosedur administrasi juga dirasakan manfaatnya melalui
pelayanan yang lebih sederhana dan mudah. Wajib pajak di wilayah Surabaya Timur, seperti Nella
dan Arindra, menyatakan bahwa prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kini
menjadi lebih praktis dan tidak membingungkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya
penyederhanaan administrasi yang dilakukan UPT PPD Surabaya Timur berhasil meningkatkan
kepuasan masyarakat sebagai wajib pajak, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pelayanan
publik di bidang perpajakan. Selain kemudahan pelayanan tersebut penting untuk dicatat, UPT
PPD Surabaya Timur juga memastikan tidak adanya biaya tambahan atau pungutan liar di luar
ketentuan resmi yang berlaku. Seluruh pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan
sesuai tagihan dan melalui loket resmi yang disediakan. Perihal tersebut sesuai dengan pernyataan
dari wajib pajak yang menegaskan bahwa mereka tidak dikenakan biaya tambahan apapun selain yang
tercantum dalam tagihan pajak. Hal ini menunjukkan komitmen UPT PPD Surabaya Timur dalam
menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) meskipun adanya skema opsen. Melalui perbandingan pada biaya pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) disaat sebelum dan sesudah penerapan skema opsen, menunjukkan
bahwa total nominal terutang yang harus dibayar oleh masyarakat wajib pajak tetap sama, hanya
saja terjadi pembagian hasil penerimaannya yang terbagi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD)
provinsi dan kota. Pembagian tersebut tidak menambah beban biaya bagi wajib pajak, dengan
demikian, penerapan skema opsen berhasil mempertahankan efisiensi biaya pemungutan karena
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tidak menimbulkan biaya tambahan bagi masyarakat, sekaligus menyederhanakan proses
administrasi pembayaran yang lebih transparan dan mudah dipahami.

Bedasarkan paparan pembahasan tersebut, secara keseluruhan perbaikan prosedur administrasi
dan efisiensi biaya yang dilakukan oleh UPT PPD Surabaya Timur dalam pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) melalui skema opsen telah berjalan dengan baik tanpa kendala berarti. Penyesuaian
sistem digital, pelayanan yang sederhana, serta transparansi biaya menjadi kunci utama dalam
meningkatkan kepuasan wajib pajak dan efektivitas pemungutan pajak. Dengan demikian,
peningkatan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan dalam intensifikasi pajak dengan
penyerdehanaan selama proses pemungutan dapat diwujudkan dengan memberi kemudahan kepada
masyarakat wajib pajak dan mendorong kepatuhan pajak sehingga meningkatkan penerimaan (Syahrin
dkk, 2020). Selain itu, penerimaan skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi kontribusi
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat signifikan karena nominal opsen yang
sebelumnya tidak ada kini menjadi sumber penerimaan baru bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Surabaya. Sementara itu, nominal Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara murni tetap diterima oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD. Dengan demikian
meningkatkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal melalui intensifikasi
pajak yang terukur dan terstruktur.

5. Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Skema Opsen Ditinjau dari Peningkatan Kapasitas
Penerimaan Melalui Perencanaan Yang Baik
Upaya terakhir dalam intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui skema opsen adalah
dengan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang matang dan koordinasi
lintas instansi. Menurut Sutedi (2008), kapasitas penerimaan pajak dapat dimaksimalkan dengan
perencanaan yang baik, terutama melalui koordinasi yang efektif dengan seluruh instansi yang
terlibat. Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan melalui
perencanaan yang lebih baik dengan cara meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan para
pihak terkait yang berhubungan di dalam pendataan dan pemungunan pajak agar dapat terlaksana
dengan baik dan dapat mencapai target realisasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Syahrin dkk,
2020). Pada Wilayah Surabaya Timur, UPT PPD Surabaya Timur telah melakukan koordinasi
dengan berbagai pihak seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur, Kantor
Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur, Kepolisian, PT. Jasa Raharja, dan Bank Jatim. Setiap
instansi memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam proses pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), mulai dari penyusunan kebijakan, pelayanan pembayaran, registrasi
kendaraan, pengelolaan dana asuransi kecelakaan, hingga penyaluran penerimaan pajak ke kas
daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur berperan sebagai perumus kebijakan dan
pengelola pendapatan daerah, termasuk dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang
kini menggunakan skema opsen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD dan
peraturan daerah seperti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023. Sementara
itu, Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu
yang memudahkan masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepolisian
berperan dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memastikan legalitas kendaraan,
serta mendukung penegakan hukum lalu lintas. PT. Jasa Raharja mengelola dana asuransi
kecelakaan lalu lintas yang dibayarkan bersamaan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta
memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan asuransi. Bank
Jatim, sebagai bank penerima pembayaran, memastikan proses transaksi berjalan transparan dan
efisien, serta mendukung berbagai inovasi layanan seperti E-Samsat.
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Gambar 3. Kegiatan Operasi Gabungan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
Wilayah Surabaya Timur
Sumber : Data dokumentasi oleh peneliti, 2025

Koordinasi antar instansi tidak hanya terjadi dalam bentuk tugas fungsional masing- masing,
tetapi juga diwujudkan melalui kegiatan bersama seperti operasi gabungan atau obgab. Dalam
operasi gabungan ini, seluruh instansi terkait turun langsung ke lapangan untuk melakukan
pemeriksaan dokumen kendaraan dan memberikan himbauan kepada masyarakat agar taat
membayar pajak. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena
selain memberikan edukasi, juga menyediakan layanan pembayaran langsung di lokasi operasi.
Sebagaimana kajian penelitian oleh (Wasipatul, 2019), operasi gabungan yang dilakukan oleh instansi
yang terlibat dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan bentuk upaya
jemput bola dalam pemungutan pajak tersebut, menjadi perihal yang efektif guna meningkatkan
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan demikian, masyarakat wajib pajak yang
menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) segera memenuhi kewajibannya tanpa
harus datang secara langsung ke Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur.

Dari hasil wawancara dengan wajib pajak di Wilayah Surabaya Timur, diketahui bahwa
masyarakat sudah cukup memahami adanya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) melalui skema opsen. Mereka menyadari bahwa pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) tidak hanya terkait dengan pajak semata, tetapi juga berkaitan dengan
perlindungan asuransi kecelakaan dan kepastian hukum administrasi kendaraan. Pelayanan yang
diberikan oleh instansi-instansi terkait dinilai cukup baik, karena memudahkan proses pembayaran
dan mempercepat penyelesaian administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif
antarinstansi tidak hanya meningkatkan kapasitas penerimaan pajak, tetapi juga memperbaiki
kualitas pelayanan publik dan kepuasan wajib pajak (Mujiadi, 2019).

Melalui sinergitas yang kuat antar instansi seperti Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa
Timur, Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur, Kepolisian, PT. Jasa Raharja, dan Bank
Jatim akan memberikan dampak positif yang nyata terhadap realisasi target Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Wilayah Surabaya Timur. Koordinasi yang terintegrasi ini tidak hanya
meningkatkan kapasitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui skema opsen,
tetapi juga mempercepat proses pelayanan dan memudahkan wajib pajak dalam memenubhi
kewajibannya. Hasilnya, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara konsisten
mencapai persentase yang signifikan dari target tahunan, dan mencerminkan efektivitas sistem
pemungutan yang transparan, efisien, dan mudah diakses. Pendekatan kolaboratif ini juga
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meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga mendukung stabilitas dan pertumbuhan potensi
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan daerah.

SIMPULAN

Penerapan skema opsen pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Surabaya
Timur merupakan amanat yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau UU HKPD. Adanya skema opsen yang
mengubah skema sebelumnya yani Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi sistem pembayaran payment,
dimana penerimaan pajak langsung dibagi antara pemerintah kota dan provinsi sesuai proporsi yang
telah ditentukan. Melalui skema opsen tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mempunyai kewenangan
lebih besar dalam mengelola dan memaksimalkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
sehingga diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Sehingga
adanya potensi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) inilah yang akan memberikan
peluang luas bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam memaksimalkan pembangunan daerah dan
meningkatkan pelayanan publik.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Surabaya terbagi menjadi beberapa
wilayah, salah satunya di Wilayah Surabaya Timur. Dalam pelaksanaannya, wilayah tersebut dikelola
oleh UPT PPD Surabaya Timur. Secara sistematis UPT PPD Surabaya Timur telah melakukan
penerapan skema opsen pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai bentuk upaya
intensifikasi pajak guna meningkatkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah
satunya dengan penerapan skema opsen dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
merupakan bentuk strategi intensifikasi pajak melalui perluasan basis penerimaan pajak. UPT PPD
Surabaya Timur telah melaksanakan berbagai langkah strategis dalam mendukung skema opsen ini,
mulai dari identifikasi data wajib pajak dan objek pajak, hingga upaya sosialisasi kepada masyarakat
wajib pajak mengenai skema opsen. Keberhasilan intensifikasi ini diperkuat oleh efisiensi
pemungutan, ketersediaan data yang sistematis dan terverifikasi, serta komunikasi yang aktif kepada
masyarakat wajib pajak untuk memastikan bahwasannya skema opsen tidak menimbulkan beban
tambahan. Dengan demikian, skema opsen pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
terbukti mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal, sekaligus
memperkuat peran perpajakan sebagai instrumen pembangunan daerah.

Disisi lain, penerapan skema opsen pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di
Wilayah Surabaya Timur merupakan bentuk penyesuaian kebijakan fiskal berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (UU HKPD). Skema ini menggantikan skema Dana Bagi Hasil (DBH) sebelumnya dan bertujuan
memperkuat kapasitas fiskal daerah serta meningkatkan transparansi pengelolaan pajak. Berdasarkan
hasil observasi dan wawancara, perubahan skema ini tidak menambah beban wajib pajak karena besaran
pajak tetap sama, sehingga menumbuhkan respon positif dari masyarakat. Keberhasilan implementasi
skema opsen dalam memperkuat basis pemungutan PKB juga didukung oleh penyusunan peraturan
daerah yang selaras dengan kebijakan pusat, penetapan tarif yang adil dan proporsional, serta
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pajak. Kesiapan SDM melalui pelatihan,
sosialisasi, dan evaluasi internal menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran pelayanan dan
efektivitas pemungutan. Dengan kombinasi regulasi yang kuat dan SDM yang kompeten, skema opsen
terbukti mampu memperkuat basis pemungutan PKB secara efisien tanpa menimbulkan beban
tambahan bagi masyarakat.

Selanjutnya, penerapan skema opsen pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT
PPD Surabaya Timur juga disertai dengan peningkatan sistem pengawasan sebagai bagian dari strategi
intensifikasi pajak. Pengawasan ini dilakukan melalui pembaruan sistem berbasis teknologi digital,
pengawasan lapangan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penyesuaian sistem sanksi. Pemanfaatan
teknologi digital dalam pencatatan transaksi, evaluasi kinerja, dan penyediaan bukti pelunasan pajak yang
mencantumkan informasi opsen berkontribusi pada terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam
proses pemungutan. Selain itu, pengawasan langsung melalui kegiatan dinas luar dan penyediaan
berbagai kanal pembayaran seperti samsat keliling, drive thru, e-samsat, hingga pembayaran di
minimarket dan pusat perbelanjaan, secara signifikan mempermudah akses masyarakat dan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan sanksi yang bersifat edukatif dan program pemutihan
denda juga turut mendukung peningkatan kepatuhan. Secara keseluruhan, pengawasan yang
terintegrasi dan pelayanan yang adaptif dalam skema opsen telah memperkuat proses pemungutan
PKB serta mendorong optimalisasi penerimaan daerah.

Juga terdapat upaya peningkatan efisiensi administrasi dan pengendalian biaya pemungutan
dalam penerapan skema opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PPD Surabaya Timur telah
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berjalan secara efektif dan tanpa kendala berarti. Penyederhanaan prosedur administrasi melalui
pemanfaatan aplikasi digital yang terintegrasi antar lembaga, serta penyesuaian sistem pelaporan online
oleh petugas pajak, telah membuat proses lebih cepat, efisien, dan mudah diakses, baik oleh petugas
maupun wajib pajak. Dari sisi biaya, efisiensi dicapai dengan pengelolaan anggaran operasional yang
terencana dan transparan, serta pemanfaatan media digital untuk sosialisasi, yang turut menekan
pengeluaran kegiatan offline. Di sisi lain, kemudahan prosedur pembayaran, pelayanan yang bebas
pungutan liar, dan tidak adanya tambahan beban biaya bagi wajib pajak memperkuat kepercayaan publik
serta meningkatkan kepuasan dalam layanan perpajakan. Secara keseluruhan, upaya intensifikasi pajak
melalui skema opsen dari aspek efisiensi administrasi dan biaya pemungutan di Surabaya Timur telah
menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan baru ini, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan
efektivitas pemungutan PKB di tingkat daerah.

Dan terakhir, dengan peningkatan kapasitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
melalui skema opsen di Wilayah Surabaya Timur menunjukkan hasil yang positif berkat perencanaan
yang matang dan koordinasi lintas instansi yang solid. Sinergi antara UPT PPD Surabaya Timur,
Bapenda Provinsi Jawa Timur, Kantor Bersama Samsat Manyar, Kepolisian, PT. Jasa Raharja, dan Bank
Jatim berhasil menciptakan sistem pemungutan pajak yang terintegrasi, efisien, dan transparan.
Koordinasi yang diwujudkan dalam pembagian peran fungsional hingga pelaksanaan operasi
gabungan di lapangan telah berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak serta
kemudahan layanan pembayaran. Masyarakat juga mulai memahami bahwa pembayaran PKB tidak
hanya berkaitan dengan kewajiban pajak, tetapi juga menjamin aspek hukum dan perlindungan
asuransi. Secara keseluruhan, kolaborasi yang kuat antarinstansi menjadi fondasi utama dalam
optimalisasi penerimaan PKB melalui skema opsen. Keberhasilan perencanaan dan koordinasi ini
tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat kualitas layanan publik dan
dapat menjadi model inspiratif bagi daerah lain dalam rangka intensifikasi pajak daerah.

SARAN
Berdasarkan penelitian yang telah terlaksana, terdapat saran dan rekomendasi yang bisa ditujukan
kepada UPT PPD Surabaya Timur dan masyarakat wajib pajak Wilayah Surabaya Timur. Adapun saran
dan rekomendai tersebut sebagaimana berikut:
1. Penguatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Agar penerapan skema opsen dapat berjalan lebih optimal, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi
yang lebih intensif kepada masyarakat wajib pajak. Hal ini penting untuk meningkatkan
pemahaman mengenai manfaat skema opsen serta prosedur pembayaran pajak yang lebih mudah
dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara
berkelanjutan.
2. Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan
UPT PPD Surabaya Timur disarankan untuk melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan
skema opsen, baik dari segi prosedur, teknologi, maupun aspek pelayanan. Dengan demikian,
kelemahan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki sehingga pelaksanaan kebijakan dapat
berjalan lebih efektif dan berkelanjutan
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